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Presiden Filipina Rodrigdo Duterte mendeklarasikan darurat perang di 
wilayah Marawi, Filipina pada tanggal 23 Mei 2017. Deklarasi tersebut dilakukan 
atas dasar kekacauan yang disebabkan oleh  kelompok teroris Abu Sayyaf dan 
kelompok Maute yang memiliki misi untuk menguasai beberapa wilayah di daerah 
tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum Presiden Filipina 
melakukan deklarasi darurat perang dan dampak deklarasi darurat perang (martial 
law) terhadap sipil dan keamanan negara di Marawi, Filipina.Penulis menggunakan 
metode penelitian pendekatan yuridis normatif.Data diperoleh dari data sekunder, 
dianalisis secara kualitatif dan kemudian disajikan secara deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukan, deklarasi darurat perang yang dilakukan oleh 
Presiden Duterte didasari salah satunya oleh The Constitution of The Philippines 
1987, bahwa negara Filipina berhak untuk menempatkan Filipina dibawah darurat 
militer apabila negara terancam bahaya. Selain itu, kebijakan deklarasi darurat perang 
menimbulkan dampak pada masyarakat sipil dan keamanan negara, seperti kemanan 
negara yang diperketat oleh pasukan bersenjata Filipina, penyanderaan oleh militan, 
penganiayaan, dan penghancuran skala besar.Simpulan yang didapat adalah bahwa 
pemberlakuan kebijakan deklarasi darurat perang harus sesuai dengan kebutuhan 
serta menghormati aturan hukum internasional, khusunya hukum Humaniter 
Internasional. 








The Philippines‟s President, Rodrigdo Duterte declared martial law in the 
Marawi region of the Philippines on 23
rd
 of May 2017. The declaration was a direct 
response to the chaos caused by the Abu Sayyaf terrorist group and Maute group, 
both intending to take control over several areas in the region. This research aims to 
perceive legal basis of this martial war declaration by the President of the 
Philippines and its impact on the civil society  and safety of the country in Marawi, 
Philippines.The writer‟s research using the normative juridical method. The data are 
obtained from secondary data, analyzed qualitatively and presented descriptively. 
Results of this research show that, the martial law declaration proclaimed by 
President Duterte was constituted, amongst others, by The Constitution of The 
Philippines 1987, stating that the state of Philippines is entitled to put Philippines 
under martial law if the country faces dangerous situation. Furthermore, declaration 
of martial law had impacted civil society and security of the state, which manifested 
in the forms of tightened security by Philippines‟ armed forces, hostage situations, 
torture, and large-scale destruction. It is concluded that the implementation the 
martial law policy must be parallel to the needs of the country and it must respect 
international law, especially International Humanitarian Law. 
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